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BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang berkehidupan sosial dan tidak dapat
hidup sendiri karena selalu membutuhkan sesamanya. Disamping itu, berhak
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah. ! Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.” Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tersebut mengandung dua rumusan, yaitu arti dan tujuan
perkawinan. Yang di maksud dari perkawinan ikatan lahir batin antara seorang
pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Apabila dari sudut pandang hukum agama tentang perkawinan, Perkawinan
adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua puhak dalam
memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa supaya kehidupan

berkeluarga dan berumahtangga serta berkerabat tetangga berjalan baik sesuai

1Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V (Jakarta: Universitaas Indonesia, him 48,
2009).

2 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet.lV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, him.
14, 1980)



dengan ajaran agama masing-masing.3 Perkawinan adalah akad yang sangat kuat
miitsaaqan qhalizahan untuk menanti perintah Allah dan melakukannya berupa
ibadah.* Akad dilakukan antara wali wanita calon istri dengan pria calon
suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab
(serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua
orang saksi yang memenuhi syarat.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan
akibat hukum. Dengan melakukan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban
dari suami maupu istri dalam suatu rumah tangga. Dalam perkawinan dapat
mengakibatkan terjadinya hubungan hukum, yaitu adanya harta bersama. Yang
dimaksud dalam harta bersama dalam hal ini adalah harta benda yang diperoleh
selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri. Benda berwujud
dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat- surat
berharga, harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.®
Terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud
dan tidak berwujud. Harta yang diperoleh selama perkawinan Sesuai dalam Pasal
35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menjelaskan harta bawaan dari masing masing-masing suami-istri
dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah warisan yaitu

dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung,: Mandiri Maju, hlm. 10,
2007)

4 Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 78,1994)

5 Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, hm.33,1997)



bawaan adalah harta yang berasal dari hasil usaha masing-masing pihak yang
didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah setelah terjadinya
perkawinan yang ditujukan untuk masing-masing pihak suami atau istri secara
khusus.®

Perkawinan merupakan “pengikat keagamaan” karena akibat hukumnya
adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai
suami isteri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama (keharmonian),
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiria/jasmaniah tetapi juga
unsur batiniah /rohaniah.”

Penerapannya pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki
permasalahan yang beragam antara lain perkawinan yang dilakukan menurut
hukum agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim
atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Pencatatan suatu perkawinan adalah
penting untuk keabsahan dari perkawinan tersebut, hal ini disebabkan
perkawinan menimbulkan akibat dari perkawinan baik akibat hukum dari
hubungan antara orang tua dengan anak (keturunan) maupun akibat hukum
mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Akibat
hukum dari hubungan orang tua dengan anak seperti dimaksud diatas sesuai
dengan tujuan Perkawinan menurut agama Islam yang juga diatur di dalam UUP
dan KHI, “Perkawinan di anjurkan dan di atur dalam agama Islam karena
memiliki tujuan panjang yang sangat mulia, secara umum perkawinan antara pria

dan wanita di maksudkan untuk memelihara kehormatan diri (hifzh al’irdh) agar

6 Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Figh KHI
Hukum Adat dan KUHPerdata, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 23, 2014)
7 M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.



pasangan tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela dan ataupun terlarang,
dan juga melalui pernikahan di harapkan mampu memelihara kelangsungan
kehidupan manusia/keturunan yang sehat, serta dapat mendirikan kehidupan
rumah tangga yang di penuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling
membantu antara keduanya untuk kesejahteraan bersama”.?

Berdasarkan penjelasan tujuan perkawinan diatas selain berakibat terhadap
timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, pernikahan juga melahirkan
tanggung jawab bagi keduanya bagaimana supaya kehidupan rumah tangga
menjadi lenggeng serta menjaga keharmonisan dan kebahagiaan, mengurus dan
memberikan kasih sayang kepada anak, dan juga masalah harta kekayaan. Suami
berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, hal ini penting demi kelangsungan
kehidupan isteri dan anaknya serta kelanggengan dalam berumah tangga.
Walaupun pada kenyataannya di masa kini banyak isteri yang bekerja untuk
membantu perekonomian keluarga.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga
menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang
melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau
somah (gezin atau household). Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum
yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri
yang telah melangsungkan perkawinan. Salah satu akibat hukum dari suatu

perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau

8 Hussein Muhammad, Figh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)
(Yogyakarta: LKIS, 2007), 101.



kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang
dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.®

Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah
dilangsungkannya perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam
suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

a) Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa
sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai
hadiah atau warisan.

b) Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya
sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai
hadiah atau warisan.

c) Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan,
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Mengenai pengurusan harta benda dalam perkawinan Selanjutnya Pasal 36
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :
1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.

9 Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas
Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, (Bandung;PT.Refika Aditama,2015), hal. 23



2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam hukum harta
kekayaan. Hukum harta kekayaan menurut Rosdalina Bukido adalah “peraturan
hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang
satu dengan yang lainnya”.10

Harta kekayaan yang diperoleh dalam suatu perkawinan menimbulkan
akibat hukum baru apabila salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal
dunia. Hata peninggalan dari suami atau isteri tersebut akan menjadi harta
warisan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan dan juga anak yang lahir
dari perkawinan tersebut. Untuk menghindari terjadi permasalahan mengenai
harta antara pasangan yang telah bercerai maka telah terlebih dahulu diadakan
perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pembagian harta
bersama akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta
bersama dan mana merupakan harta bawaan. Dengan demikian, perjanjian
perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah dikemudian hari. Secara
umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon
suami isteri. Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari

perhatian masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa

10 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan
Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan (Jakarta: Refika Aditama,

2015), 27.



perkawinan adalah suatu perbuatan suci sehingga tidak sepantasnya
membicarakan masalah harta benda.!

Apabila tujuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tidak tercapai kemungkinan putusnya suatu perkawinan bisa terjadi.
Ada sebab tertentu yang mengakibatkan tidak dapat diteruskan harus terputus
dengan sendirinya atau diputuskan ditengah jalan. Sebab-sebab putusnya
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 38 oleh karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Melakukan perkawinan memiliki akibat hukum dan putusnya suatu
perkawinan juga memiliki akibat hukum. Putusnya perkawinan juga memiliki
akibat hukum. Putusnya perkawinan berakibat hukum terhadp hak asuh anak,
apabila anak masih dibawah umur dan terhadap harta besama yang diperoleh
selama masa perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terdapat contoh kasus yaitu, terlihat
pada putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa Putusan No:
267/Pdt.G/2007/PA Sungguminasa. Perkara ini menyangkut harta bawaan yang
dialihkan menjadi harta bersama, dalam perkara ini terjadi pengalihan harta
yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan
hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pihak tergugat (isteri)
berhak atas harta tersebut dengan dalil bahwa harta tersebut merupakan harta
bersama selama perkawinan. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada,
bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari si penggugat (suami) yaitu

berupa warisan dari orang tua si penggugat.

11 Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya
(Yogyakart: Deepublish, 2017), 32.



Harta bawaan masing-masing suami/istri menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah
harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh
sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut
sepenuhnya berada di tangan suami atau istri masing-masing. Sepanjang dan
selama perkawinan, masing-masing suami atau istri berhak sepenunhya atas
harta pribadi masing-masing.

Penguasaan Suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam artian
penguasaan (beheer) dan beschikking (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35
ayat (2) UUP harta pribadi adalah menjadi milik masing-masing suami atau istri.
Konsekuensinya suami-istri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh
(mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus
memperoleh persetujuan dari pihak lain. Suami-istri dapat bertindak sendiri
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami atau
istri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang
suami-istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Hukum adat harta bawaan ini ada dinamakan harta pembujangan atau harta
penantian, yaitu harta yang di bawa suami atau istri ke dalam perkawinan, yang
merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk di dalamnya
adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami/istri atau keluarganya. Harta-
harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan
suami/istri. Harta tersebut terbebas dari ikatan keluarga dan perkawinan,
sehingga suami/istri bebas menggunakannya. Suami dan istri masing-masing

leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.



Percampuran harta benda meliputi semua barang-barang bergerak atau
tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan
dilangsungkan mapun yang akan di dapat sepanjang perkawinan berlangsung.
Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan
cumacuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan maupun dengan
surat wasiat (legaat atau erfstelling), dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan
dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda, oleh
karenannya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran
harta benda, melainakan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi
(Pasal 120 KUHPerdata). Masing-masing pihak, suami dan istri berhak untuk
menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi tersebut.
Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan
(aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang atau pasiva.
Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu
maka hal itu menjadi hutang selama perkawinan, maka hutanghutang tersebut
menjadi beban hutang rumah tangga.

Harta bawaan dalam perkawinan tetap merupakan hak milik pribadi
masing-masing pihak dan di bawa dalam kekuasaanya, kecuali suami - istri itu
sepakat mengadakan suatu perstujuan lain melalui perjanjian perkawinan
tentang penyatuan harta. Dibuatnya perjanjian perkawinan tentang penyatuan
harta bawaan baik perjanjian itu dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan
dilangsungkan, maka dengan adanya perkawinan tersebut, semua harta bawaan
masing-masing suami istri terlebur menjadi suatu kesatuan bulat dan menjadi
satu pula dengan harta hasil pencarian bersama selama perkawinan, yang

kemudian disebut harta bersama.
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Mengantisipasi timbulnya sengketa atas kedudukan harta bawaan masing-
masing suami istri tersebut ketika menjadi sengketa rumah tangga, maka jalan
yang dapat ditempuh sebagai tindakan anti sipatif dan tindakan preventif adalah
dengan jalan menginventarisir harta apa saja yang menjadi harta bawaan suami
dan harta apa saja yang menjadi harta bawaan istri. Inventarisasi harta itu
sebelum atau pada waktu perkawinan di langsungkan. Daftar inventarisasi harta
bawaan masing-masing suami istri itu dapat di buat di depan notaris atau di buat
pada waktu perkawinan di langsungkan dan dikuatkan oleh pejabat pencatat
nikah. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan
pentingnya dan kegunaan membuat daftar inventaris harta bawaan pada waktu
atau sebelum perkawinan di langsungkan. Hal ini mungkin karena beranggapan
bahwa untuk menjaga sakralitas suatu perkawinan masih di pandang tabuh
membicarakan masalah harta pada saat perkawinan di mulai yang di kaitkan
dengan kondisi rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
bermuara kepada perceraian.

Melaksanakan inventarisasi harta bawaan masing-masing suami istri itu
sangat penting kegunannya bagi suami istri itu sendiri. Hal ini di dasarkan untuk
menghindari seluruh harta disita kedalam boedel pailit. Artinya jika harta suami
harus disita, harta istri tidak di sita, hal ini akan memberi jaminan keselamatan
terhadap istri anak-anaknya. Selain itu, dengan menginventatris daftar kekayaan
bawaan setidaknya mengurangi rasa curiga terhadap pasangan bahwa menikah
tidak melulu soal harta kekayaan.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dbrdasarkan fakta-fakta yang

ada di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dan
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mendalam dengan judul penelitian “KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN

HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN" .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan
permasalahannya adalah:
1. Bagaimana kedudukan harta bawaan yang telah bercampur menjadi
harta bersama dalam perkawinan ?
2. Bagaimana cara pemisahan harta bawaan yang telah bercampur
dengan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu :
1. Untuk menganalisis kedudukan harta asal atau bawaan yang telah
bercampur menjadi harta bersama ;
2. Untuk menjelaskan cara pembagian harta asal atau bawaan yang telah
bercampur dengan harta bersama apabila terjadi perceraian .
D. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat yang penelitian secara umum yang dapat diambil dalam
penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat bersifat
praktis adalah :
1. Manfaat Teoritis
Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi
yang bermanfaat dan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu
hukum pada umumnya khususnya dalam bidang Kenotariatan yang

berkaitan dengan hukum perkawinan yang mengatur pembagian harta
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bersama yang diakibatkan perceraian, sebagai bahan kepustakaan

bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan

penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung

dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama diakibatkan

perceraian.
E. Kerangka Teori

Teori digunakan dalam hal menjelaskan gejala spesifik atau proses

tertentu yang terjadi, dan suatu teori haruslah diuji dengan dihadapkan pada
fakta - fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.'? Sedangkan yang
dimaksud dengan kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan oleh peneliti.!® Teori dan kerangka teori ini akan memberikan
sebuah sarana penjelasan yang sangat bermanfaat dan akan membantu
membandingkan dan menilai suatu manfaat dari teori-teori tersebut. Kerangka
teori digunakan untuk memperkuat kebenaran dan kajian ilmiah dalam suatu
permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Adapun teori-teori yang digunakan

dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

12M. Wuisman dan M. Hisyam, Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial Dan Asas - Asas (Jakarta: FE U],
1996).

13Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1986).
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1. Grand Theory

Dalam hal melakukan penelitian ini menggunakan cara dari teori keadilan.
Yang mana teori keadilan ini di kembangkan oleh John Rawls. Di dalam buku ini
juga di sebutkan bahwa teori ini memiliki konsep “Justice as fairness” yang mana
artinya adalah Keadilan sebagai sebuah kejujuran.Maksudnya di sini adalah
keadilan sendiri merupakan suatu keseimbangan di antara kepentingan pribadi
dengan kepentingan bersama. Sehingga terciptalah kestabilan hidup manusia.*

Adapun menurut Darji Darmodihardjo bahwa keadilan adalah suatu
penilaian kepada siapapun sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara
bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum.!®> Semua orang dapat
menganggap bahwa keadilan adalah Realitas Absolute sehingga dapat
mengasumsikan sebatas pemahaman yang hanya dapat di peroleh secara persial
oleh orang - orang yang berpikiran filosofis Sehingga mengakibatkan sulit di
pahami oleh orang - orang yang berpikiran dan berpandangan secara umum.
2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan,dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan

atau dilakukanoleh Negara terhadap individu.

M“Bur Rusuanto, Keadilan Sosial:Pandangan Deontologis Rawis Dan Habermas (Jakarta:
Pusaka Utama, 2008).

SDarji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1995).


http://skripsifakhukum.blogspot.com/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1552662661154799924&_ftn4
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Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi
penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut
aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian
hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban
diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat,
karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan
yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum
dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa
dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.®

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan
akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka
orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui
perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.
Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas
dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain
kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta

ancaman hukumannya.!’

16 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang
Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), 3.
17 Mochtar Kusumaatmadja, 5.


http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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3. Applied Theory

Penggunaan applied theory dalam menunjang penelitian ini adalah
menggunakan teori harta benda dalam perkawinan. Dalam harta benda,
termasuk didalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua
harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan,
baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari
harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama
suamiisteri dan barang-barang hadiah.1®

Sedangkan harta menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan
pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’seperti jual beli, pinjam
meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua
manusia.l® Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem
kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam
bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah
ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada
mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah
setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal,
kecuali dalam bentuk serikat usahadagang (syirkah) dengan pertimbangan-
pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga
seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi
pewarisan harta, maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum

harta dibagi.?®

18 Hilma Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet.IV, him.
156
19 Yusuf Qardhawi, Norma dan etika Islam, (Jakarta : Gema Insani Press,1997), him.34

20 Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.212
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Pada dasarnya, harta suami isteri terpisah. Jadi masing-masing
mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan
sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Namun ketika mereka menikah,
segala sesuatu yang didapatkan secara bersama dalam masa pernikahan menjadi
harta bersama,

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu secara
sistematis, di mana metode tersebut dipakai untuk memahami objek yang
menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode secara umum, dapat
dirumuskan sebagai suatu kemungkinan yang digunakan untuk melakukan
penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan serta suatu
cara tertentu untuk melaksanakan prosedur tertentu. Metode pada intinya untuk
memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuwan mempelajari,
menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.?!

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang mana

merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan
metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Adapun sifat penelitiannya adalah  preskriptif eksplanatoris, yaitu

berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum

yang diteliti.??

21Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1986), hlm 5.
22Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006).
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Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban
yakni secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang
diteliti.?® Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang
menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum
terkait dengan kedudukan harta asal atau bawaan yang telah bercampur
menjadi harta bersama.
2. Pendekatan Penelitian
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain :
a) Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti
aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,?* untuk
memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan
menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang berkaitan
dengan pengaturan mengenai kedudukan harta asal atau bawaan
yang telah bercampur menjadi harta bersama.?>
b) Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu

hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

ZHeriyanto, Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead (Jakarta: Teraju,
2003).

24Thonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2006).

Zpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005).
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pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut
merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.?® Pendekatan konseptual
ini digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan cara pembagian
harta asal atau bawaan yang telah bercampur dengan harta

bersama apabila terjadi perceraian.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan.?” Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka
diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan
menjadi bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, serta bahan

hukum tersier.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di
Indonesia, dan terdiri dari (a) Norma atau kaidah dasar, yakni
Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945; (b) Peraturan dasar, yakni

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dan

26peter Mahmud Marzuki.
27Peter Mahmud Marzuki.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratn Rakyat; (c) Peraturan Perundang-
undangan, meliputi:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

3) Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya
hubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur
tertulis para ahli relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus
hukum yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam
penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.28

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan yaitu berdasarkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum
primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian
dihimpun, dianalisa, dan dilakukan Klasifikasi.??
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum yang  diperoleh
kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan
sistematisasi.3’Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
relevansinya dengan percampuran harta bawaan menjadi harta bersama

dalam perkawinan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi

28M. A. Prof. Dr. Zainudin Ali Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Graafika, 2014).
29M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
39Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum.
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kepustakaan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum
yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-
bahan hukum tertulis.
Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak
tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan
interprestasi bahan hukum.3! Analisis kualitatif =~ digunakan untuk
menganalisis menganalisis kedudukan harta asal atau bawaan yang telah
bercampur menjadi harta bersama dan cara pembagian harta asal atau
bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama apabila terjadi
perceraian, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi),
menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun
relevansi substansinya.
Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir
deduktif yaitu metode berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal penarikan kesimpulan
dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku
secara umum. Adapun Proses yang terjadi dalam deduksi adalah norma
hukum yang dirumuskan secara umum ke dalam aturan-aturan hukum

positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan

31Bambang Sunggono.



hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai

jawaban atas permasalahan hukum.
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